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ABSTRAK 

Negara Indonesia telah memiliki landasan hukum terkait perjudian online sebagaimana diatur dalam 

Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan Perjudian”. Namun faktanya masih ada situs-situs judi online di Indonesia, salah satu 

contohnya adalah situs sbobet. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan 

bagaimanakah penegakan hukum dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia serta 

bagaimanakah pemidanaan terhadap bandar situs judi online Internasional berdasarkan sistem hukum 

pidana Indonesia. Dengan tujuan, penulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan terhadap 

perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana. Untuk menjawab berbagai permasalahan 

yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian doctrinal dan pendekatan 

secara normatif. Dalam penulisan ini penulis mengambil data yang bersumber dari ketentuan 

perundang- undangan, teori terkait corporate crime, dan perjanjian internasional (black letter law). 

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa praktek penyedia layanan situs perjudian secara online dalam 

hukum sistem pidana Indonesia telah diatur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2016 Tentang ITE. Namun dalam proses penegakan hukum itu sendiri ada beberapa faktor 

penghambat dari internal maupun eksternal. Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum 

yang berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah 

hukum Indonesia baik oleh warga negara Indonesia atau warga negara asing atau badan hukum 

Indonesia atau badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia. 

 

Kata Kunci: Pemberantasan, Pengakan Hukum, Pemidanaan. 

 

ABSTRACT 

The State of Indonesia has a legal basis regarding online gambling as stipulated in Article 27 

paragraph 2 of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions that "any 

person knowingly and without the right to distribute and/or transmit and/or make accessible 

electronic information and/or electronic documents that have gambling content". But the fact is there 

are still online gambling sites in Indonesia, one example is the sbobet site. Based on this, the author 

formulates the problem of how law enforcement in the eradication of online gambling sites in 

Indonesia and how to criminalize international online gambling sites based on the Indonesian 

criminal justice system. With the aim, this author is expected to provide usefulness to the development 
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of legal science, especially in criminal law. To answer the various problems examined by the authors, 

the authors used doctrinal research approaches and normative approaches. In this writing, the author 

takes data derived from the provisions of legislation, theories related to corporate crime, and 

international agreements (black letter law). The results of this study confirm that the practice of online 

gambling site service providers in the indonesian criminal system law has been regulated in Article 27 

paragraph 2 of Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. But in the process of 

law enforcement itself there are several factors inhibiting from internal as well as external. 

Jurisdictionally in Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions has a 

jurisdictional reach not only for legal actions applicable in Indonesia, but also applies to legal actions 

conducted outside the jurisdiction of Indonesia either by Indonesian citizens or foreign nationals or 

Indonesian legal entities or foreign legal entities that have legal consequences in Indonesia. 

 

Keywords: Eradication, Law Enforcement, Criminalization. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara berkewajiban untuk memberikan kepastian hukum terutama dalam memberantas 

setiap kegiatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila, 

salah satu bentuk kegiatan yang dilarang di Indonesia adalah perjudian online. Namun saat ini 

pemberantasan tindak pidana judi online belum berjalan maksimal. Permasalahannya adalah 

penyedia layanan situs judi ini berasal dari luar Indonesia yang melegalkan kegiatan judi 

online yang dilakukan melalui jaringan internet. Internet merupakan kumpulan jaringan yang 

luas dan mencakup seluruh dunia, mengakibatkan situs judi online Internasional dapat diakses 

melalui jaringan internet Indonesia. Salah satu contohnya adalah situs sbobet.com yang 

merupakan situs judi online terkenal di dunia dan memiliki cabang bandar online di Asia 

Tenggara yang berkedudukan di Filipina, Negara Filipina merupakan salah satu negara yang 

melegalkan praktik perjudian secara online. Sedangkan Negara Indonesia tidak melegalkan 

perjudian. Sehingga dibutuhkan suatu upaya hukum oleh negara Indonesia untuk 

memberantas judi online tersebut. 

Berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi- 

sembunyi. Baik masih secara tradisional maupun yang sudah menggunakan media internet. 

Bahkan sebagian masyarakat sudah cenderung permissif dan seolah-olah memandang 

perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Diperparah 

lagi seiring dengan berkembangnya internet membawa konsekuensi terhadap terbukanya 

kebebasan berekspresi di dunia maya. Dan dalam hal transaksi judi pun demikian, seakan 

tidak terbatas seiring dengan perkembangan teknologi digital yang canggih. Payung hukum 

tentang kejahatan di dunia maya masih sedikit, apalagi mengenai transaksi elektronik.  

Untuk mengatur perkembangan teknologi digital baik mengemukakan pendapat melalui 

media atau pun situs-situs yang melanggar hukum. Maka Indonesia sendiri telah memiliki 

landasan hukum terkait perjudian online yaitu termakhtub dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang Berbunyi:“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa 

hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Perjudian”. Akan 

tetapi dari unsur pasal tersebut kata ”Setiap Orang” yang berlaku global hingga saat ini belum 

ada bandar situs judi online Internasional ditarik sebagai subjek hukum yang bertanggung 

jawab karena sifat Bandar judi online Internasional yang bersifat korporasi atau badan Hukum 

yang sulit untuk menentukan pihak mana yang harus dimintai pertanggung jawaban karena 

para pelaku tersebut berupa Badan hukum atau Corporate Crime.  
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah penegakan Hukum dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia 

maupun situs judi online Internasional berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia? 

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan doctrinal dan penulisan penelitan 

menggunakan pendekatan secara normatif. Pendekatan doctrinal dimaksud adalah 

pendekatan yang berbasiskan ketentuan perundang- undangan, teori terkait corporate crime, 

dan perjanjian internasional (black letter law). Dalam pendekatan ini penulis akan 

mengkonstruksikan dan menggabungkan antara Black letter law dan teori-teori hukum 

yang relevan termasuk asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah 

yang dibangun dalam penelitian ini, seperti asas kepastian hukum yang bertujuan untuk 

mewujudkan kepastian terkait tidak adanya upaya negara Indonesia menindak untuk 

memberantas bandar judi online Internasional, dalam hal pemberian sanksi pidana terhadap 

bandar judi online Internasional dan asas Universalitas yang berfungsi untuk memberikan 

manfaat dalam penerapan hukum terutama dalam pemberian efek jera bagi bandar judi 

online di luar Indonesia yang melakukan kegiatan perjudian di jaringan Internet Indonesia. 
 

D. Tinjauan Pustaka  

1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 

a) Pengertian Penegakan Hukum  

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan 

ide-ide tersebut merupakan hakekat dari penegakan hukum.4 Penegakan hukum 

secara konkret adalah berlakunya hukum positif dan praktik sebagaimana seharusnya 

patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan kepastian dalam suatu perkara berarti 

memutuskan hukum in concerto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya 

hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum 

formal. Secara umum penegakkan hukum di Indonesia dilakukan dengan 2 (dua) cara 

yaitu:5  

1) Preventif yakni upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan 

yang melanggar hukum. Pendapat Muladi sebagaimana dikutip Rusli Muhammad, 

apabila dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakkan hukum pada 

hakekatnya merupakan penegakkan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: 

(a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakkan hukum in abstracto oleh badan 

pembuat undang-undang, pada tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif. 

(b) Tahap aplikasi, yaitu penegakkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum 

mulai dari kepolisian, pengadilan, tahap ini disebut tahap kebijakan yudikatif. 

(c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh 

aparat-aparat pelaksana pidana, tahap ini disebut tahap kebijakan eksekutif atau 

administratif.  

2) Upaya secara represif bentuk penegakkan hukum ini adalah adanya penindakan 

ketika atau telah dilakukan kejahatan. Penindakan tersebut ada beberapa tahapan 

awal dari penyelidikan sampai pada pengadilan, diantaranya adalah: 

 
4 Rahardjo, Penegakan Hukum, hlm. 12. 
5 Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, hlm. 311. 
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(a) Penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, (Pasal 1 ayat 5 

KUHAP) 

(b) Penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, (Pasal 1 

ayat 2 KUHAP) 

(c) Penangkapan, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara 

waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna 

kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan, (Pasal 1 ayat 20 

KUHAP) 

(d) Penahanan, yaitu penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh 

penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, (Pasal 1 ayat 

21 KUHAP) 

(e) Penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana 

ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan 

diputus oleh hakim disidang pengadilan, (Pasal 1 ayat 7 KUHAP) 

(f) Mengadili, yaitu tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus 

perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang 

pengadilan, (Pasal 1 ayat 9 KUHAP) 

(g) Putusan pengadilan, yaitu penyataan hakim yang diucapkan dalam siding 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum, (Pasal 1 ayat 11 KUHAP) 

Penegakan hukum pidana harus dilakukan sebagai pelaksana norma hukum 

lingkungan melalui keputusan peradilan pidana. Keputusan ini didahului oleh 

penyidik dan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.6 Adapun Penegakan hukum 

administrasi negara mempunyai fungsi sebagai instrument pengendalian, 

pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan 

lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat 

reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu, pendayagunaan 

sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya 

pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.7 

 

b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut 

Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:8 

1) Faktor hukumnya sendiri 

2) Penegakan hukum 

3) Faktor sarana atau fasilitas  

4) Faktor masyarakat 

5) Faktor kebudayaan 

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada 

efektivitas penegakan hukum. Demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas 

 
6 Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, hlm. 441. 
7 Muchtar, Sistem Peradilan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hlm. 102. 
8 Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Depok, hlm. 8. 



Jurnal Lex Suprema  

ISSN: 2656-6141 (online) 

Volume II Nomor 2  September 2020 

Artikel 

     

 70 

lebih lanjut dengan mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan 

masyarakat Indonesia.9  

1) Faktor hukumnya sendiri 

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku 

umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Mengenai 

berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah 

agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas antara 

lain:10 

(a) Undang-undang yang tidak berlaku surut 

(b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 

(c) Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula 

(d) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang 

bersifat umum, apabila pembuatnya sama 

(e) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang 

berlaku terdahulu 

(f) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat 

(g) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melelaui pelestarian 

atau pembaruan (inovasi). 

 

2) Penegak Hukum 

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang 

hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari 

golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan 

yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai 

pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak 

hukum, halangan-halangan tersebut adalah:11 

(a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain 

dengan siapa dia berinteraksi 

(b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi 

(c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit 

sekali untuk membuat proyeksi 

(d) Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, 

terutama kebutuhan material 

(e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme 

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan 

membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:12 

(a) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru 

(b) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekekurangan yang 

ada pada saat itu 

(c) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya 

(d) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai 

pendiriannya 

 
9 Ibid 
10 Ibid 
11 Ibid 
12 Ibid 
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(e) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu 

urutan 

(f) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya 

(g) Berpegangan pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib 

(h) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam 

meningkatkan kesejahteraan umat manusia 

(i) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri 

dan pihak lain 

(j) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil dasar penalaran dan 

perhitungan yang mantap 

 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan 

hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, 

mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, 

peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.13 Sarana atau 

fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa 

adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 

menyerasiakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya 

untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai 

berikut:14 

(a) Yang tidak ada ditiadakan yang baru benar 

(b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan 

(c) Yang kurang ditambah 

(d) Yang macet dilancarkan 

(e) Yang mundur atau melorot-dimajukan atau ditinggikan   

  

4) Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, 

maka masyarakat dapat dipengaruhi penegakan hukum tersebut.15 Masyarakat 

Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan 

bahkan mengidentifikasinnya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum 

sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum 

senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.16 

 

5) Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak 

mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap 

buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah 

sebagai berikut:17 

(a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman  

 
13 Ibid 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Ibid 
17 Ibid. 
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(b) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan 

(c) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau inovatisme 

 

2. Tinjauan Umum tentang Media Online  

Media online merupakan media yang menggunakan internet, sepintas lalu orang akan 

menilai media onlien merupakan media elektronik, tetapi para pakar memisahkannya 

dalam kelompok tersendiri. Alasannya media online menggunakan gabungan proses 

media cetak dnegan menulis informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik, tetapi 

juga hubungan dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan.18 Media online 

disebut juga dengan Digital Media adalah media yang tersaji secara online di internet. 

Pengertian media online dibagi menjadi dua pengertian yaitu secara umum dan khusus. 

Pengertian media online secara umum, yaitu segala jenis atau format media yang hanya 

bisa diakses melalui internet berisikan teks, foto, video, dan suara. Dalam pengertian 

umum ini, media online juga bisa dimaknai sebagai sarana komunikasi secara online. 

Dengan pengertian media online secara umum ini, maka email, mailing list (milis), 

website, blog, whatsapp, dan media sosial (sosial media) masuk dalam kategori media 

online. Sedangkan pengertian media online secara khusus yaitu terkait dengan 

pengertian media dalam konteks komunikasi massa. Media adalah singkatan dari media 

komunikasi massa dalam bidang keilmuan komunikasi massa mempunyai karakteristik 

tertentu, seperti publisitas dan periodisitas.19 

Media online adalah media massa yang dapat kita temukan di internet. Sebagai 

media massa, media online juga menggunakan kaidah- kaidah jurnalistik dalam sistem 

kerja mereka. Internet sebagai media online ialah sebagi media baru, internet memiliki 

beberapa karakteristik, seperti media yang berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, 

potensi interaktif, berfungsi secara privat dan publik, ,memiliki aturan yang rendah, dan 

berhubungan. Internet juga menciptakan pintu gerbang baru bagi organisasi yang dapat 

diakses secara global dari berbagai penjuru dunia. Karekteristik interaktif dari internet 

dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan sayang 

saling menguntungkan jika web digunakan dengan benar.20 Dengan media massa 

manusia memenuhi kebutuhannya akan berbagai hak. Salah satunya dengan media 

online yang tergolong media paling baru. Media massa online tidak pernah 

menghilngakan media massa lama tetapi mensubtitusinya. Media online merupakan tipe 

baru jurnalisme karena memiliki sejumlah fitur dan karakteristik dari jurnalisme 

tradisional. Fitur- fitur uniknya mengemukakan dalam teknologinya, menawarkan 

kemungkinan-kemungkinan tidak terbatas dalam memproses dan menyebarkan berita.21 

 

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian 

Perjudian, kini mulai beralih dari judi di tempat umum yang dilakukan secara 

konvensional ke arah judi yang dilakukan secara online. Judi secara online kian 

menjamur dengan banyak kasus di masyarakat. Karena kemudahannya hanya dengan 

menggunakan smartphone penggemar judi dapat mendaftar ke situs judi online 

pilihannya. Selain itu keuntungan lain dalam berjudi online adalah faktor keamanan dari 

jangkauan pihak kepolisian atau aparat yang berwenang. Alamat ip yang sering berubah 

dan server judi togel online yang sulit ditemukan menjadikan kian meningkatnya kasus 

 
18 Akbar, “Menguasai Internet Plus Pembuatan Web,” hlm. 13. 
19 Romli, Jurnalistik Online, hlm. 34. 
20 Rumanti, “Dasar-Dasar Public Relations Teori Dan Praktik,” hlm. 101. 
21 Santana, Jurnalime Kontemporer, hlm. 52. 
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judi online ini. Secara normatif, tindak pidana perjudian telah diatur dalam pasal 303 

KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: 

a) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling 

banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin:  

1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, 

atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu;  

2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak 

ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha 

seperti itu tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan 

pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;  

3) Melakukan sebagai usaha perbuatan turut serta dalam permainan judi.  

b) Jika orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka 

ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.  

c) Yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan 

mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian 

halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya 

atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua 

perikatan yang sifatnya untung-untungan tentang hasil pertandingan-pertandingan 

atau permainan-permainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut 

serta di dalamnya. 

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia cyber diatur dalam 

Pasal 27 yakni “Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, 

atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki 

muatan perjudian.” Ancaman pidana disebutkan dalam Pasal 45 Undang-Undang ITE 

yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. 

Dalam hal ini kepolisian memegang peran penting berdasarkan KUHP dan Undang-

Undang ITE dalam menanggulangi maupun menindak kasus judi togel online baik 

dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan. 

 

II. PEMBAHASAN 

A. PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMBERANTASAN SITUS JUDI ONLINE DI 

INDONESIA MAUPUN SITUS JUDI ONLINE INTERNASIONAL 

BERDASARKAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA 

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide (keadilan, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan) tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide tersebut 

merupakan hakekat dari penegakan hukum.22 Oleh karena itu, untuk mewujudkannya 

keadilan, kepastian dan kemanfaatan harus dilakukan sebuah upaya. Upaya penanganan 

cybercrime membutuhkan keseriusan semua pihak mengingat teknologi informasi khususnya 

internet telah dijadikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang berbudaya 

informasi. Jika hakekat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para 

penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap 

orang. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena 

itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Penegakan hukum 

juga tidak bisa dipengaruhi oleh penegakan hukum itu sendiri melainkan oleh kesadaran 

 
22 Op.Cit. 
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masyarakat dan semua orang, agar proses penegakan hukum sejalan dengan kesadaran 

masyarakat akan pahamnya tentang larangan perjudian baik secara offline maupun sacara 

online. 

Sebagai bagian untuk mewujudkan nilai-nilai kaidah dan keadilan yang termuat dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Adapun langkah-langkah yang di ambil oleh aparat penegak hukum yakni Kepolisian 

Republik Indonesia dibagi menjadi dua upaya yaitu upaya preventif dan represif. 

1. Upaya Preventif 

Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksaan hukum oleh penegak hukum 

dalam taraf upaya untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kejahatan, 

baik arti sempit merupakan kewajiban dan wewenang pencegahan, maupun dalam arti 

luas oleh semua badan yang berurusan dengan pencegahan pelanggaran atau kejahatan 

dalam sistem hukum. 

Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penegakan hukum 

terhadap pemberantasan situs judi online di Indonesia yakni salah satunya dengan patrol 

dunia maya atau cyber patrol.23 Namun faktanya masih saja ada situs yang sulit 

terdeteksi dan tersembunyi. Dalam hal ini peran masyarakat juga berpengaruh dalam 

pemberantasan situs judi online. 

 

2. Upaya Represif 

Tahap represif adalah proses pelaksaan hukum yang merupakan tindakan oleh 

aparatur penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran atau kejahatan dengan 

melakukan atau tidak melakukan penyidikan, melakukan atau tidak melakukan 

penuntutan dan menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi, dimaksudkan sebagai 

tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak mentaati ketentuan yang berlaku supaya 

menjadi patuh, dapat berupa penegakan hukum pidana. 

Dalam hal ini pihak kepolisian mempunyai peran dalam upaya represif yaitu 

melakukan tindakan penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penyergapan serta 

memberikan hukaman pidana bagi para pelaku perjudian online. Namun faktanya 

sulitnya pihak kepolisian dalam menangkap jaringan pelaku perjudian online.24 

Dikarenakan perjudian online tersebut dilakukan secara global yang dimana pelaku 

tersebut berada diluar yuridiksi negara. Sehingga pentingnya peran negara dalam 

memberantas jaringan atau server perjudian online yang masuk Indonesia. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian tidak lepas dari faktor-

faktor yang menghambat penegakan hukum dalam tindak pidana judi online yang 

ditinjau berdasarkan fakta-fakta yang ada, ada beberapa hal yang mempengaruhi proses 

dari penegakan hukum itu sendiri seperti : 

a) Faktor hukum itu sendiri terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-

undangan yaitu antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 27 

ayat (2)  dengan fakta dan kondisi jaman yang ada di masyarakat. 

b) Faktor penegak hukum, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, tetapi 

mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi ganguan pada sistem penegak 

hukum dalam memberantas tindak pidana judi online. Salah satu contoh kurang 

penguasaan terhadap teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku 

perjudian online. 

 
23 Wawancara dengan Polresta Samarinda, pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.00 WITA 
24 Wawancara dengan Polresta Samarinda, pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.00 WITA 
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c) Faktor pendukung yaitu sarana dan fasilitas yang masih belum memadai dan 

ditambah dalam proses pembuktian yang rumit, sehingga hal ini yang menyebabkan 

unsur dari pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE tidak 

berjalan efektif. Sebagai contoh kasus Di Polres Kota Samarinda mengalami suatu 

hambatan seperti kurang di dukung teknologi  modern25 guna untuk untuk pencarian 

barang bukti, misal untuk judi online perlu adanya penggunanaan bantek (bantuan 

teknis) untuk cyber crime yang hanya ada di Polda dan latfor (laboratorium forensik) 

yang juga hanya ada di Polda dan mabes. 

d) Faktor masyarakat, apabila kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga 

masyarakat, jika ke tiga hal ini dapat disatukan dan diharmonisasikan maka 

penegakan hukum judi online dapat dilaksanakan dengan baik. 

e) Faktor kebudayaan, yang dimana masyarakat Indonesia tau kalau orang itu 

melakukan kesalahan tetapi malah menutup-nutupi yang salah, dengan alasan 

kekeluargaan. Sehingga menghambat dalam proses pengakan hukum itu sendiri. 

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem penegakan 

hukum. Apabila kelima faktor tersebut ditelaah dengan teliti, maka akan terugkap hal 

yang berpengaruh terhadap sistem penegak hukum termasuk didalamnya pengaturan 

mengenai tanggung jawab bandar judi online Internasional dalam perspektif hukum di 

Indonesia.  

Selain penegakan hukum situs judi online di Indonesia, adapun pemidanaan terhadap 

situs judi online internasional berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia, berdasarkan:  

a) Yurisdiksi 

Yurisdiksi adalah merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, 

kedaulatan negara tidak akan diakui apabila negara tersebut tidak memiliki 

yurisdiksi26, persamaan derajat negara dimana kedua negara yang sama-sama 

merdeka dan berdaulat tidak bisa memiliki jurisdiksi (wewenang) terhadap pihak 

lainnya (equal states don’t have jurisdiction over each other)27 , dan prinsip tidak 

turut campur negara terhadap urusan domestik negara lain. Prinsip-prinsip  tersebut 

tersirat dari prinsip hukum,”par in parem non habet imperium.”28  Definisi yurisdiksi 

menurut Hans Kelsen, prinsip hukum “par in parem non habet imperium” ini 

memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan 

jurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali 

negara tersebut menyetujuinya. Kedua, suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan 

perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan  suatu negara yang bukan 

merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, 

pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu 

negara lain yang dilaksanakan di dalam wilayah negaranya.29 Selaras dengan 

pemidanaan judi online yang menggunakan Undang-Undang ITE sebagai dasar 

hukumnya, prinsip utama dalam Hukum Tekhnologi Informasi (cyberlaw) adalah 

prinsip yurisdiksi, hal dimaksud dikarenakan tidak serta merta dapat diterapkannya 

yurisidiksi teritorial dalam kegiatan di cyberspace yang sering kali terjadi dalam 

teritorial beberapa negara secara sekaligus. Pendekatan prinsip yurisdiksi Ekstra-

Teritorial merupakan upaya untuk dimungkinkannya penerapan Hukum Tekhnologi 

 
25 Wawancara dengan Polresta Samarinda, pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 08.00 WITA 
26 Ibid 
27 Ibid 
28 Ibid 
29 Ibid 
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Informasi (cyberlaw ). 30 Perihal Yurisdiksi dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE sebagai berikut: 

“Undang-Undang ini berlaku untuk “setiap Orang” yang melakukan perbuatan 

hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah 

hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat 

hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan 

merugikan kepentingan Indonesia.” 

Undang-Undang ITE memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk 

perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara 

Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga 

negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar 

wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun 

warga negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang 

memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Tekhnologi Informasi 

untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial 

atau universal.31 Unsur “setiap orang” terkait situs perjudian online Internasional di 

Indonesia adalah termasuk subjek hukum yang bentuknya berupa Badan Hukum 

Asing dan perorangan, dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 

tentang ITE Badan Hukum dapat dimintai pertanggungjawaban, namun terkendala 

proses penegakan hukumnya, selain faktor hambatan (studi kasus kota Samarinda) 

yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah 1, badan hukum asing selain bukan 

berada di wilayah teritorial negara Indonesia, namun pihak-pihak mana yang dapat 

dimintai pertanggung jawaban masih belum jelas dan tata caranya tidak dijelaskan 

secara eksplisit oleh Undang-Undang ITE karena subjek hukumnya yang berupa 

badan hukum asing. 

 

b) Subjek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Judi Online Internasional 

Berdasarkan Black’s Law Dictionary, corporation mengandung makna :                                              

An entity ( usu, a business ) having authority under law to act as a single person 

distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist 

indefinitely; a group or succession of person  established in accordance with legal 

rules into a a legal or juristic person that has legal personality distinct from the 

natural person who make it up, exist indenfinetly apart from them, and has the legal 

powers that its constitution gives it. 32 Korporasi dibedakan sebagai badan hukum 

publik dan swasta sebagaimana dikemukakan dalam Black’s Law Dictionary, maka 

menurut Sutan Remi Sjahdeini korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi 

arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut arti yang sempit, korporasi adalah  

badan hukum. Adapun menurut arti luas, korporasi adalah badan hukum maupun 

bukan badan hukum. Bandar judi online adalah salah satu contoh bentuk usaha 

ileggal dan bukan berupa badan hukum yang diakui oleh negara Indonesia.33 

Alasan tentang penempatan Bandar judi online sebagai korporasi dalam subjek 

hukum pidana adalah: 

1) Ternyata dipidana pengurusnya saja (Agen Judi) tidak cukup untuk mengadakan 

represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. 

 
30 Ibid 
31 Ibid 
32 Black et al., Black’s Law Dictionary. 
33 Ibid 
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Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, atau 

pengurusnya saja. 

2) Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi dalam tindak 

pidana judi online semakin memainkan peran yang penting pula. 

3) Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat, yaitu melindungi 

masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam 

masyarakat. Kalau hukum pidana perjudian hanya ditekankan pada segi 

perorangan atau pemidanaan terhadap pemain judinya saja yang hanya berlaku 

pada perorangan, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu pentingnya pidana 

korporasi. 

4) Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk 

memberantas situs judi online Internasional dan secara otomatis akan mengurangi 

jumlah pemain judi online dan berpengaruh terhadap penegakan hukumnya.34 

 

c) Tindak Pidana Kejahatan Korporasi Dan Pertanggungjawabanya Terkait 

Kasus Bandar Judi Online Internasional 

Black’s Law Dictionary: 

“A crime commited by a corporation’s representatives acting on its behalf. 

Examples include price-fixing and consumer fraud. Al-though a corporation as entity 

cannot commit a crime other than through its representatives, it can be named as a 

criminal defendant.”35 

Sally S. Simpson “Corporate crime is a type of white-collar crime”. Dengan 

mengutip John Braitwaite mendefinisikan sebagai berikut:  

“conduct of a corporation or employees acting on behalf of a corporation, which 

is proscribed and punishable by law,” 

Selanjutnya dikatakan Simpson ada tiga macam kejahatan korporasi, yaitu 

pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan perilaku 

kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Karenanya 

yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum 

pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum pidana dan administrasi. Kedua, baik 

korporasi (sebagai subjek hukum perorangan, legal persons) dan perwakilannya ter 

masuk sebagai pelaku kejahatan (illegal actors), di mana dalam praktik Yudisialnya 

bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas 

pembuktian dan penuntutan. Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi 

bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan 

dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif 

tersebut ditopang pula oleh norma operasional (Internal) dan sub kultur 

organisasional. 

Marshall B. Clinard dan Yeager: “A corporation crime is any act commited by 

corporations that is punished by the state, regardless of wheather it is punished 

under administrative, civil, or criminal law.” 

Terhadap kejahatan korporasi ini, Steven Box mencoba memberikan kualifikasi, 

yaitu:  

(a) Crime for corporation (corporate crime), kejahatan yang dilakukan oleh 

korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk 

 
34 Ibid 
35 Ibid 
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kepentingan korporasi untuk mencapai kata lain, corporaty crime is Clearly 

commited for the corporated and not againt it.  

(b)Crime against corporation (employee crime), kejahatan terhadap korporasi, 

misalnya seorang bendahara yang mencuri uang korporasi. Dalam hal ini yang 

menjadi sasaran kejahatan yakni korporasi sehingga korporasi menjadi korban.  

(c) Criminal corporations, Korporasi digunakan untuk melakukan kejahatan teori 

ke tiga ini merupakan teori yang tepat dalam tindak pidana Judi online . 

1) Pihak yang bertanggung jawab dalam tindak pidana bandar judi online dengan 

teori doktrin dapat dihukumnya korporasi 

Tindak pidana perjudian yang dilakukan secara online oleh bandar asing, tentu 

dalam tindak pidana tersebut tidak hanya terdiri dari satu orang saja melainkan 

korporasi sebagai subjek hukum pidana, dalam kasus bandar judi online hingga 

saat ini para penegak hukum masih kesulitan dalam menentukan pihak mana yang 

bertanggung jawab, apakah penyedia layanan (situs judi online) penyedia proxy, 

Bandar judi ,Agen di negara Indonesia, atau pembuat situsnya yang dapat dimintai 

pertanggung jawaban pidana.  Sedangkan sebagian besar negara di dunia ini telah 

menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dasar pengakuan ini, 

didasarkan pada beberapa doktrin atau ajaran yang telah diterima secara luas 

dalam ilmu hukum. Doktrin atau ajaran-ajaran tersebut yang tepat untuk meneliti 

terkait tindak pidana judi online , diantaranya: 

(a) Doctrin of strict Liability 

Menurut doktrin/ajaran ini pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada 

yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan 

atau kelalaian) pada pelakunya. Karena menurut doktrin strict Liability ini 

pertangungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan apakah 

perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat pada pelakunya unsur 

pertangungjawaban pidana yang berupa kesalahan (mens rea), maka strict Liablity 

disebut juga absolut liability atau dalam bahasa Indonesia pertangungjawaban 

mutlak. 

Menurut Sutan Remi sjahhdeini, Ajaran strict liability ini hanya diberlakukan 

terhadap tindak pidana tertentu saja, yaitu tindak pidana atau perbuatan pidana 

berupa tindak pidana pelanggaran, atau tidak pidana kejahatan yang telah 

mengakibatkan kerugian terhadap Keuangan atau perekonomian negara, telah 

menimbulkan gangguan ketertiban umum (ketentraman publik), telah 

menimbulkan kematian massal, atau telah menimbulkan derita jasmaniah secara 

massal yang bukan berupa kematian, telah menimbulkan kerugian keuangan 

secara massal, atau telah menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, 

atau tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma dan nilai 

masyarakat salah satunya yaitu Judi online dalam doktrin ini pihak yang dapat 

dimintai pertanggung jawaban adalah pemilik bandar judi online, agen judi online 

hingga pembuat website nya pun dapat dimintai pertanggung jawaban pidana 

(walaupun tidak mengetahui jika situs ini dibuat dan di sebar melalui server 

Indonesia), karena mereka terlibat langsung dan menurut doktrin ini pertanggung 

jawaban pidana dibebankan kepada yang bersangkutan dengan tidak perlu 

dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Karena 

menurut doktrin strict Liability ini pertangungjawaban pidana bagi pelakunya 

tidak dipermasalahkan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan terdapat 
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pada pelakunya unsur pertangungjawaban pidana yang berupa kesalahan (mens 

rea). 

 

(b) Doctrin Of Vicarious Liability 

Teori atau ajaran atau doktrin ini diambil dari hukum perdata dalam konteks 

pertangungjawaban perbuatan melawan hukum (tortious liability) yang 

diterapkan pada hukum pidana. Vicarious Liability biasanya berlaku dalam 

hukum pidana tentang perbuatan melawan hukum (the law torts) berdasarkan 

doctrine of responde at superior. Dalam perbuatan-perbuatan perdata seorang 

pimpinan perusahaan bertanggung jawab untuk kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaan. 

Hal ini memberikan kemungkinan dalam tindak pidana judi online 

Internasional, pihak yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah pemilik 

Bandar Judi online tersebut. 

 

(c) Doctrin Of Delegation 

Doktrin ini merupakan salah satu alasan untuk dapat membebankan 

pertangungjawaban pidana dalam bandar judi online. Sebagai contoh agen judi 

yang berada di Indonesia, Secara vikarius, karena adanya pendelegasian 

wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan 

yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh Pemilik Bandar Judi online 

kepada bawahannya ini merupakan alasan pembenar bagi Agen Judi online 

dapat dibebankannya pertangungjawaban pidana kepada Pemilik Bandar judi 

online atau pimpinan perusahaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

bawahannya yang memperoleh pendelegasian wewenang itu. 

 

(d) Doctrin Of Identification 

Teori atau doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat 

mempertanggungjawabkan pidana kepada suatu korporasi harus mampu 

diidentifikasi siapa yang melakukan tindak pidana tersebut. Dan apabila tindak 

pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan directing mind dari 

korporasi tersebut. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh personel korporasi 

yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai directing mind dari 

korporasi tersebut. Secara formal yuridis terkait kasus bandar judi online, 

directing mind dari korporasi dapat diketahui dari pihak mana yang membuat 

situs judi online dapat dengan terstruktur dan massive berada di wilayah 

Indonesia, salah satu contohnya adalah Agen Judi online (perantara) yang 

berada di Indonesia. Maka Agen Judi online yang dapat dimintai pertanggung 

jawaban pidana karena mengetahui dari tugas dan kewajiban terkait dengan 

jabatan tersebut dan membuat situs tersebut dapat dimainkan di wilayah negara 

Indonesia.  

Teori korporasi tersebut dalam kasus judi online inilah yang dapat 

mengungkap secara terang dan jelas siapa yang seharusnya dapat dimintai 

pertanggung jawaban secara hukum pidana, karena secara yurisdiksi dalam 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE memiliki jangkauan 

yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia 

dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga 
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berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum 

(yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara 

asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang 

memiliki akibat hukum di Indonesia. Hingga saat ini belum ada bandar judi 

online Internasional yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, untuk 

menjawab hal tersebut maka perlu doktrin dari teori korporasi untuk 

mengungkap pihak mana yang dapat dimintai pertanggung jawaban secara 

hukum pidana menurut aturan yang berlaku di negara Indonesia.  

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu: 

1. Praktek Penyedia Layanan Situs Bermuatan Perjudian Secara online dalam sistem 

hukum pidana di Indonesia telah memenuhi unsur dari pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Namun fakta yang ada masih sangat kontradiktif 

karena masih banyaknya situs judi online yang masih bisa diakses di Server Negara 

Indonesia Beberapa hal yang mempengaruhi proses dari penegakan hukum seperti 

Faktor Faktor Penghambat yaitu faktor penghambat internal dan eksternal, Hal Tersebut 

harus di lakukan upaya penegakan hukum secara langsung karena jelas  bertentangan 

dengan Prinsip Moral dan Nilai -Nilai Pancasila dan merusak generasi penerus bangsa. 

2. Secara yurisdiksi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE pasal 27 

ayat (2) memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang 

berlaku di Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar 

wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga 

negara asing atau Badan Hukum Indonesia maupun Badan Hukum Asing yang memiliki 

akibat hukum di Indonesia. Hingga saat ini belum ada bandar judi online Internasional 

yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, untuk menjawab hal tersebut maka 

perlu doktrin dari teori korporasi untuk mengungkap pihak mana yang dapat dimintai 

pertanggung jawaban secara hukum pidana menurut aturan yang berlaku di negara 

Indonesia. 

 

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan yang disampaikan sebelumnya, maka penulis memberikan 

saran-saran, yaitu: 

1. Tidak hanya pemain judi saja yang di tarik sebagai subjek hukum pidana dalam tindak 

pidana judi online tetapi badan hukum (corporate crime) atau korporasi juga diselediki 

siapa yang memiliki peranan penting dalam permainan judi ini yang dapat dimainkan di 

wilayah server Indonesia. 

2. Para Penegak hukum dengan pemerintah bekerjasama dalam pemberantasan perjudian 

online dengan cara tidak membeda-bedakan kasus mana yang didahulukan dan tidak 

menunda penegakan hukum karena perjudian online juga merupakan tindak pidana 

yang sangat merugikan moral dan nilai-nilai pancasila. 
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